
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Tentang 

WAKAF UANG 

 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah : 

 

MENIMBANG : 
a. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang 

umum diketahui, antara lain adalah : 

Yakni menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya 

dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, 

disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,” (al-Ramli, 

Nihayah al-Muhroj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar al-Fikr, 1984], juz V, 

h. 357, Al Khatib al-Syarbaini, Mughni al-Muhraj, Beirut [Beirut: Dar al-

Fikr, t.th],juz II, h.376); 

atau “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna 

kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

Islam” dan “benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak 

bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan 

bernilai menurut ajaran Islam” (kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 

Bukuk III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4); 

sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka bukan wakaf uang 

(waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah. 

b. bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan 

besar yang tidak dimiliki oleh benda lain; 

c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

memandang perlu menerapkan fatwa tentang hukum wakaf uanga untuk 

dijadikan pedoman oleh masyarakat. 

 

MENGINGAT: 
1. Firman Allah SWT : 

 “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menfkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa 

saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” 

(QS. Ali Imran [3] : 92) 

2. Firman Allah SWT: 

 “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir; pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah 

melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 

Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 

 

“Orang yang  menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka 

tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut 

pemberiannya dan dengan tiada menyakiti (perasaan penerima), mereka 



memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. AL 

Baqarah [2]: 261-262) 

3. Hadits Nabi SAW: 

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, ” 

Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal 

perbuatannya kecuali dari tiga hal yaitu kecuali dari sedekah jariyah 

(wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang 

mendo‟akannya.” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa‟i, dan Abu Daud). 

4. Hadits Nabi SAW : 

”Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Umar bin al-Khaththab ra 

memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi SAW 

untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, ” Wahai 

Rasulullah ! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya 

peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa 

perintah engkau (kepadaku) mengenainya ?” Nabi SAW menjawab : “Jika 

mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.” 

Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan 

mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak 

diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab 

(hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak 

berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah 

itu secara ma‟ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa 

menjadikannya sebagai harta hak milik.” 

Rawi berkata, “Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu 

berkata „ghaira muta‟tsilin makan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak 

milik).”  (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa‟i). 

5. Hadist Nabi SAW: 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra ; ia berkata, Umar ra berkata kepada 

Nabi SAW, “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, 

belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi 

tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi SAW berkata, 

“Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.” (H.R. al-

Nasa‟i). 

6. Jabir RA berkata : 

“Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali 

berwakaf.” (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, 

[Damsyik: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h.157; al-Khatib al-Syarbaini, 

Mughni al-Muhtaj, [Be irut: Dar al-Fikr, t.th] , juz II, h. 376) 

 

MEMPERHATIKAN: 
1. Pendapat Imam al-Zuhri (w.124 II.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya 

boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha 

kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf „alaih. (Abu Su‟ud 

Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 

1997], h.20-21) 



2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh 

al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) 

membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas 

dasar Istihsan bi al-„Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas‟ud ra : 

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan 

Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin 

maka dalam pandangan Allah pun buruk.” 

3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi‟i : 

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi‟I tentang kebolehan wakaf 

dinar dan dirham (uang).” (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. 

Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994], juz IX, h.379). 

4. Pandangan dan pandangan rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 

tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan 

dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum 

diketahui dengan memperhatikan maksud hadits, antara lain riwayat dari 

Ibnu Uar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas: 

5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 

tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: 

yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya 

atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap 

benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannnya), untuk 

disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,” 

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor 

Dt.I.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002. 

 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG WAKAF UANG 

 

Pertama : 

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang 

tunai. 

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 

3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh). 

4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang 

dibolehkan secara syar‟iy. 

5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 

dihibahkan, dan atau diwariskan. 

 

Kedua : 
Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari 

ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 



Ditetapkan di : Jakarta, 28 Shafar 1423 H  
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KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 

BUKU III 

HUKUM PERWAKAFAN 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 215 

Yang dimaksud dengan: 

1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan 

umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang 

mewakafkan benda miliknya. 

3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda 

miliknya. 

4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak 

uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut 

ajaran Islam. 

5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 

pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. 

6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW 

adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang 

berlaku, berkwajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada 

Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. 

7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat 

dan diberhentikan oleh Menteri Agama. 

 

BAB II 

FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF 

Bagian Kesatu 

Fungsi Wakaf 

Pasal 216 

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan 

wakaf. 

 

Bagian Kedua 

Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf 

Pasal 217 

 (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa 

dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan 

perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya 

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya 

adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. 

(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan 

benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. 

 



Pasal 218 

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas 

kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam 

bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurangkurangnya 2 orang saksi. 

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) 

dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama. 

 

Pasal 219 
(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan 

yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. sudah dewasa; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. tidak berada di bawah pengampuan; 

f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. 

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang 

diwakafkannya. 

(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama 

Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. 

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 

orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut: 

”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir 

langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan 

atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga” 

”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung 

dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. 

”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan 

tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan 

harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”. 

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud 

Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-

banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. 

 

Bagian Ketiga 

Kewajiban dan Hak-hak Nadzir 

Pasal 220 

(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan 

wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. 



(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi 

tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama 

Kecamatan dan Camat setempat. 

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan Menteri Agama. 

 

Pasal 221 
(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena: 

a. meninggal dunia; 

b. atas permohonan sendiri; 

c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir; 

d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. 

(2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana 

tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan 

Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. 

(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, 

tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya. 

 

Pasal 222 
Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya 

ditentukanberdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan 

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. 

 

BAB III 

TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Perwakafan 

Pasal 223 

(1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat 

PembuatnyaAkta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. 

(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 

(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika 

dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 

(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan 

diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), 

surat-surat sebagai berikut: 

a. tanda bukti pemilikan harta benda; 

b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai 

surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang 

menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud; 

c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak 

bergerak yang bersangkutan; 

 

Bagian Kedua 

Pendaftaran Benda Wakaf 

Pasal 224 



Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 

ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama 

Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat 

untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga 

keutuhan dan kelestarian. 

 

BAB IV 

PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF 

Bagian Kesatu 

Perubahan Benda Wakaf 

Pasal 225 

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan 

perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. 

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 

terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari 

Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama 

Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: 

a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif; 

b. karena kepentingan umum. 

 

Bagian Kedua 

Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf 

Pasal 226 

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan 

Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan yang berlaku. 

 

Bagian Ketiga 

Pengawasan 

Pasal 227 
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan 

secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis 

Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 228 
Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum 

dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-

ketentuan ini. 

 

Ketentuan Penutup 

Pasal 229 
Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. 

 



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2004 

TENTANG WAKAF 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang: 
a. Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensl 

dan manfaat ekonoml perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk 

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; 

b. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan 

dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta 

masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf; 

 

Mengingat: 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara 

lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda 

miliknya. 

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif 

untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 

dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut 

syariah yang diwakafkan oleh Wakif . 



6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah 

pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar 

wakaf. 

7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk 

mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

terdiri atas Presiden beserta para menteri. 

9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. 

 

BAB II  

DASAR-DASAR WAKAF 

Bagian Pertama 

Umum 

Pasal 2 
Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. 

 

Pasal 3 
Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. 

 

Bagian Kedua 

Tujuan dan Fungsi Wakaf 

Pasal 4 
Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. 

 

Pasal 5 
Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf 

untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

 

Bagian Ketiga 

Unsur Wakaf 

Pasal 6 
Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 

a. Wakif; 

b. Nazhir; 

c. Harta Benda Wakaf; 

d. Ikrar Wakaf; 

e. peruntukan harta benda wakaf; 

f.  jangka waktu wakaf. 

 

Bagian Keempat 

Wakif 

Pasal 7 
Wakif meliputi: 

a. perseorangan; 

b. organisasi; 

c. badan hukum. 



 

Pasal 8 
(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya 

dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: 

a. dewasa; 

b. berakal sehat; 

c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 

d. pemilik sah harta benda wakaf. 

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya 

dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 

mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran 

dasar organisasi yang bersangkutan. 

(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya 

dapat melakukan. wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk 

mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan 

anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. 

 

Bagian Kelima 

Nazhir 

Pasal 9 
Nazhir meliputi: 

a. perseorangan; 

b. organisasi; atau 

c. badan hukum. 

 

Pasal 10 
(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat 

menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. dewasa 

d. amanah; 

e. mampu secara jasmani dan rohani; dan 

f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat 

menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : 

a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir 

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat 

menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: 

a. penguru badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ); dan 

b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang.undangan yang berlaku; dan 



c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 

 

Pasal 11 

Nazhir mempunyai tugas: 
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 

b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi, dan peruntukannya; 

c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

 

Pasal 12 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat 

menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). 

 

Pasal 13  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir 

memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 

 

Pasal 14 
(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir 

harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Bagian Keenam 

Harta Benda Wakaf 

Pasal 15 
Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh 

Wakif secara sah. 

 

Pasal 16 
(1) Harta benda wakaf terdiri dari: 

a. benda tidak bergerak; dan 

b. benda bergerak. 

(2)  Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 

sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang.undangan yang berlaku; 



e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang.undangan yang berlaku. 

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta 

benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 

a. uang; 

b. logam mulia; 

c. surat berharga; 

d. kendaraan; 

e. hak atas kekayaan intelektual; 

f. hak sewa; dan 

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang.undangan yang berlaku. 

 

Bagian Ketujuh 

Ikrar Wakaf 

Pasal 17 
(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW 

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan 

dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. 

 

Pasal 18 
Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat 

hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, 

Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) 

orang saksi. 

 

Pasal 19 
Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat 

dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. 

 

Pasal 20 
Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: 

a. dewasa; 

b. beragama Islam; 

c. berakal sehat; 

d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

 

Pasal 21 
(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf . 

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. nama dan identitas Wakif; 

b. nama dan identitas Nazhir; 

c. data dan keterangan harta benda wakaf; 



d. peruntukan harta benda wakaf; 

e. jangka waktu wakaf . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Kedelapan 

Peruntukan Harta Benda Wakaf 

Pasal 22 
Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat 

diperuntukan bagi: 

a. sarana dan kegiatan ibadah; 

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; 

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 23 
(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf . 

(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir 

dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai 

dengan tujuan dan fungsi wakaf . 

 

Bagian Kesembilan 

Wakaf dengan Wasiat 

Pasal 24 
Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat 

dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

 

Pasal 25 
Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu 

pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, 

kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. 

 

Pasal 26 
(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang 

bersangkutan meninggal dunia. 

(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa 

wakif . 

(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-

Undang ini. 

 

 



Pasal 27 
Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas 

permintaan pjhak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan 

penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat. 

 

Bagian Kesepuluh 

Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang 

Pasal 28 
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan 

syariah yang ditunjuk oleh Menteri. 

 

Pasal 29 
(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang 

dilakukan secara tertulis. 

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. 

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan 

disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir 

sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf . 

 

Pasal 30 
Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf 

berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 

diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. 

 

Pasal 31 
Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

BAB III 

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF 

Pasal 32 
PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang 

berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf 

ditandatangani. 

 

Pasal 33 
Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 

PPAIW menyerahkan: 

a. salinan akta ikrar wakaf; 

b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait 

lainnya. 

 

 



Pasal 34 
Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. 

 

Pasal 35 
Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. 

 

Pasal 36 
Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui 

PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf 

Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda 

wakaf. 

 

Pasal 37 
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta 

benda wakaf. 

 

Pasal 38 
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta 

benda wakaf yang telah terdaftar. 

 

Pasal 39 
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman 

harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

BAB IV 

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF 

Pasal 40 
Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: 

a. dijadikan jaminan; 

b. disita; 

c. dihibahkan; 

d. dijual; 

e. diwariskan; 

f. ditukar; atau 

g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 

 

Pasal 41 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan 

apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk 

kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

tidak bertentangan dengan syariah. 



(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan 

Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan 

pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan 

harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang. kurangnya sama 

dengan harta benda wakaf semula. 

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

BAB V 

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF 

Pasal 42 
Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 

 

Pasal 43 
(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip 

syariah. 

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (1) dilakukan secara produktif. 

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 

dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga 

penjamin syariah. 

 

Pasal 44 
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir 

dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas 

dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila 

harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan 

peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. 

 

Pasal 45 
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir 

diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang 

bersangkutan: 

a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; 

b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang.undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir 

badan hukum; 

c. atas permintaan sendiri; 

d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar 

ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda 



wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undanganyang 

berlaku; 

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh 

Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan 

dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang 

ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. 

 

Pasal 46 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

BAB VI 

BADAN WAKAF INDONESIA 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas 

Pasal 47 
(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, 

dibentuk Badan Wakaf Indonesia. 

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam 

melaksanakan tugasnya. 

 

Pasal 48 
Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 49 
(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf; 

b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

berskala nasional dan internasional; 

c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan 

status harta benda wakaf; 

d. memberhentikan dan mengganti Nazhir; 

e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 

penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan 

Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik 



Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan 

internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. 

 

Pasal 50 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf 

Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama 

Indonesia. 

 

Bagian Kedua 

Organisasi 

Pasal 51 
(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan 

Pertimbangan. 

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur 

pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. 

 

Pasal 52 
(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 

(satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan 

oleh para anggota. 

(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan 

Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleh para anggota. 

 

Bagian Ketiga 

Anggota 

Pasal 53 
Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) 

orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur 

masyarakat. 

 

Pasal 54 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap 

calon anggota harus memenuhi persyaratan: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. dewasa; 

d. amanah; 

e. mampu secara jasmani dan rohani; 

f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 

g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang 

perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; 

dan 



h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan 

nasional. 

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan 

mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia 

ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. 

 

Bagian Keempat 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 55 

(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden. 

(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan 

diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia. 

 

Pasal 56 
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) 

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Pasal 57 
(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia 

diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. 

(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada 

Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf 

Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum. 

 

Pasal 58 
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa 

jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. 

 

Bagian Kelima 

Pembiayaan 

Pasal 59 
Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib 

membantu biaya operasional. 

 

Bagian Keenam 

Ketentuan Pelaksanaan 

Pasal 60 
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, 

dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan 

Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. 

 



Bagian Ketujuh 

Pertanggungjawaban 

Pasal 61 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan 

melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan 

disampaikan kepada Menteri. 

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada 

masyarakat. 

 

BAB VII 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal 62 
(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk 

mencapai mufakat. 

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau 

pengadilan. 

 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 63 

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. 

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis 

Ulama Indonesia. 

 

Pasal 64 
Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan 

kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan 

pihak lain yang dipandang perlu. 

 

Pasal 65 
Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik. 

 

Pasal 66 
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri 

dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalamPasal 63, Pasal 64, dan 

Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF 

Bagian Pertama 

Ketentuan Pidana 



Pasal 67 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, 

mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta 

benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda 

wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas 

atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi 

jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

 

 

Bagian Kedua 

Sanksi Administratif 

Pasal 68 
(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak 

didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan 

PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf 

bagi lembaga keuangan syariah; 

c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan 

PPAIW. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 69 
(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sebelum dtundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai 

wakaf menurut Undang-Undang ini. 

(2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan 

diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini 

diundangkan. 

 



Pasal 70 
Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan 

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan 

peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 71 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 
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